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Abstract. Digital transformation in judicial institutions is aimed at improving transparency, efficiency, and legal 
certainty for the public. One of the main instruments in the digitization of the judiciary in Indonesia is the Case 
Tracking Information System (Sistem Informasi Penelusuran Perkara/SIPP), which functions as a means of case 
administration as well as a medium for public information disclosure. Although SIPP is considered to be running 
well from an administrative perspective, its effectiveness from the point of view of service users, particularly in 
providing information on court schedules, still shows limitations in its practical use. This study aims to analyze 
the effectiveness of SIPP in providing information and certainty regarding court schedules for service users at 
the Surabaya Class IA Special District Court. This study uses a qualitative approach with a descriptive research 
type. Data was obtained through in-depth interviews with service users and court officials, observation, and 
review of documents and system data. The analysis was conducted using the Socio-digital effectiveness 
framework, which focuses on three dimensions, namely user experience, citizen engagement, and public value, to 
examine the relationship between digital systems, user experience, and the social meaning of public judicial 
services. The analysis shows that the SIPP has been quite effective in providing access to court schedule 
information at the administrative level. This effectiveness is reflected in the openness of information access, which 
can be used by the public without special authentication. However, at the level of practical use, there are still 
limitations in terms of timeliness and consistency of information updates when there are delays or changes to the 
court schedule. This affects the user experience in planning attendance and shapes perceptions of the reliability 
of the digital information provided by the court. 
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Abstrak. Transformasi digital dalam lembaga peradilan diarahkan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, 
dan kepastian hukum bagi masyarakat. Salah satu instrumen utama dalam digitalisasi peradilan di Indonesia 
adalah Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), yang berfungsi sebagai sarana administrasi perkara 
sekaligus media keterbukaan informasi publik. Meskipun secara administratif SIPP dinilai telah berjalan baik, 
efektivitasnya dari sudut pandang pengguna layanan khususnya dalam penyediaan informasi jadwal persidangan 
masih menunjukkan adanya keterbatasan dalam praktik penggunaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
efektivitas SIPP dalam menyediakan informasi dan kepastian jadwal persidangan bagi pengguna layanan di 
Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis 
penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengguna layanan dan aparatur 
pengadilan, observasi, serta telaah dokumen dan data sistem. Analisis dilakukan menggunakan kerangka Socio-
digital effectiveness yang menitikberatkan pada tiga dimensi, yaitu user experience, citizen engagement, dan 
public value, untuk mengkaji hubungan antara sistem digital, pengalaman pengguna, dan makna sosial layanan 
publik peradilan. Hasil analisis menunjukkan bahwa SIPP telah berjalan cukup efektif dalam menyediakan akses 
informasi jadwal persidangan pada tataran administratif. Efektivitas ini tercermin dari keterbukaan akses 
informasi yang dapat digunakan oleh publik tanpa autentikasi khusus. Namun, pada tingkat praktik penggunaan, 
masih dijumpai keterbatasan pada indikator ketepatan waktu dan konsistensi pembaruan informasi ketika terjadi 
penundaan atau perubahan jadwal persidangan. Kondisi tersebut memengaruhi pengalaman pengguna dalam 
merencanakan kehadiran serta membentuk persepsi terhadap keandalan informasi digital yang disediakan 
pengadilan. 
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1. LATAR BELAKANG 

Digitalisasi layanan publik merupakan arah transformasi yang tidak dapat dihindari 

dalam tata kelola pemerintahan modern karena berfungsi mempercepat proses layanan 

sekaligus memperluas akses masyarakat. Integrasi teknologi informasi dan komunikasi 

memungkinkan masyarakat memperoleh pelayanan tanpa keharusan hadir secara fisik, 

sehingga efisiensi dan kualitas layanan dapat ditingkatkan (Sangaji & Irianto, 2025, p. 55). Jika 

ditelaah lebih jauh, digitalisasi bukan hanya sekedar penggantian cara kerja manual ke sistem 

elektronik, melainkan transformasi paradigma birokrasi yang menuntut kecepatan, 

keterbukaan, dan keterhubungan lintas sektor.  Transformasi ini menjadikan interaksi tidak lagi 

terbatas pada forum tatap muka, melainkan meluas ke platform digital yang memudahkan 

masyarakat mengakses informasi dan layanan secara langsung. Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik hadir sebagai strategi integratif untuk mewujudkan layanan publik yang modern dan 

berorientasi pada kepuasan pengguna (Hadi & Widnyani, 2024). Penerapan SPBE memiliki 

kedudukan strategis karena merupakan mandat hukum berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 

95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mewajibkan seluruh 

instansi pemerintah mengadopsi integrasi layanan digital. Penerapan e-government diarahkan 

untuk meningkatkan aksesibilitas, transparansi, dan efisiensi layanan publik melalui 

pemanfaatan teknologi digital.  

Perkembangan pemanfaatan teknologi kemudian mendorong hadirnya gagasan e-

governance yang memahami digitalisasi bukan hanya sebagai penggantian prosedur manual, 

melainkan sebagai mekanisme tata kelola pemerintahan yang memperkuat transparansi, 

akuntabilitas, dan partisipasi publik. Pemahaman mengenai e-governance membuka ruang bagi 

pembahasan tentang efektivitas sistem digital. Dalam kajian administrasi publik kontemporer, 

efektivitas layanan digital tidak hanya dilihat dari keberfungsian teknis sistem, tetapi dari 

kontribusinya terhadap penciptaan nilai publik melalui pengalaman pengguna, keterlibatan 

warga, serta tersedianya informasi yang akurat dan reliabel. Mergel et al. (2019) menyatakan 

bahwa transformasi digital di sektor publik mencakup perubahan struktur organisasi, proses 

kerja, dan relasi antara pemerintah dan pengguna layanan. Perubahan tersebut menempatkan 

pengalaman pengguna dan kualitas informasi sebagai elemen penting dalam menilai apakah 

sistem digital secara konkret mendukung kepuasan publik dan efektivitas pelayanan. 
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Dalam pelayanan publik, efektivitas sistem digital ditentukan oleh kemampuan sistem 

dalam mengurangi ketidakpastian, memberikan informasi yang reliabel, serta mendukung 

aktivitas pengguna secara praktis. Di peradilan, digitalisasi tidak hanya berkaitan dengan 

efisiensi administrasi, tetapi juga menyentuh aspek fundamental berupa keterbukaan proses 

hukum, akuntabilitas putusan, dan jaminan kepastian hukum bagi pencari keadilan. Mahkamah 

Agung menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 

269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di 

Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Keputusan ini 

menyediakan kerangka pengelolaan dan implementasi aplikasi teknologi informasi peradilan, 

termasuk Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), sebagai bagian dari sistem 

administrasi perkara berbasis teknologi informasi. Seiring dengan penerapan SIPP yang 

semakin meluas di lingkungan peradilan, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Keputusan 

Ketua Mahkamah Agung Nomor 71/KMA/SK/IV/2019 yang menetapkan SIPP sebagai sistem 

resmi dalam pengelolaan administrasi perkara di pengadilan (Pengadilan Tata Usaha Negara 

Pekanbaru, 2019).  

Secara nasional, digitalisasi administrasi perkara di lingkungan Mahkamah Agung terus 

mengalami peningkatan seiring dengan pengembangan sistem peradilan berbasis teknologi 

informasi. Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2024 mencatat 

bahwa sebanyak 410.754 perkara telah didaftarkan melalui sistem peradilan elektronik pada 

pengadilan tingkat pertama, meningkat sebesar 30,84% dibandingkan tahun sebelumnya. 

Peningkatan tersebut menunjukkan semakin luasnya pemanfaatan sistem informasi peradilan 

digital dalam mendukung pengelolaan perkara sekaligus mencerminkan meningkatnya 

penerimaan masyarakat terhadap layanan peradilan berbasis elektronik. Pemanfaatan Sistem 

Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sebagai bagian dari digitalisasi peradilan berkontribusi 

dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan perkara serta memperkuat keterbukaan proses 

hukum. Penelitian Syafira et al. (2026) menunjukkan bahwa integrasi e-Court dan SIPP 

mampu mempercepat alur penanganan perkara, meningkatkan transparansi layanan peradilan, 

serta memperluas kemudahan akses masyarakat terhadap informasi perkara. Kondisi tersebut 

menunjukkan bahwa keberadaan sistem informasi perkara digital telah menjadi elemen penting 

dalam mendukung transparansi dan kualitas layanan peradilan modern. 

Perkembangan sistem informasi perkara menegaskan bahwa teknologi peradilan tidak 

hanya berfungsi sebagai sarana administratif internal, tetapi juga sebagai instrumen yang 

mendorong keterbukaan informasi, memperkuat akuntabilitas lembaga peradilan, dan 

meningkatkan mutu layanan hukum bagi masyarakat. Kualitas pelayanan pengadilan tidak 
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hanya ditentukan oleh interaksi langsung antara aparatur peradilan dan pengguna layanan, 

tetapi juga oleh keandalan sistem informasi dalam menyediakan informasi perkara. 

Ketersediaan informasi jadwal persidangan yang akurat, mutakhir, dan mudah diakses melalui 

SIPP, serta ketepatan waktu pelaksanaan sidang sebagaimana tercantum dalam sistem, 

berperan dalam mengurangi ketidakpastian, mempermudah akses layanan, dan mendukung 

transparansi proses peradilan. Oleh karena itu, efektivitas penerapan SIPP perlu dikaji dalam 

kaitannya dengan kualitas pelayanan pengadilan, khususnya dalam memastikan bahwa 

informasi jadwal persidangan tidak hanya tersedia secara digital, tetapi juga konsisten dan 

dapat diandalkan dalam praktik pelaksanaannya. Relevansi tersebut dapat diamati secara lebih 

konkret melalui praktik pemanfaatan SIPP pada tingkat pengadilan, khususnya dalam 

ketersediaan dan ketepatan informasi jadwal persidangan bagi pengguna layanan. 

Tampilan Sistem Penelusuran Perkara (SIPP) memperlihatkan fitur utama yang 

digunakan oleh masyarakat maupun aparatur pengadilan, seperti menu penelusuran perkara, 

status penanganan, jadwal persidangan, serta publikasi putusan. Keberadaan fitur-fitur tersebut 

mencerminkan fungsi ganda SIPP, yaitu sebagai sarana administrasi internal sekaligus media 

transparansi publik dalam proses peradilan. Peran strategis SIPP semakin terlihat ketika 

mempertimbangkan beban perkara yang harus dikelola pada tingkat pengadilan. Situasi 

tersebut tercermin dari data SIPP yang mencatat 2.458 perkara terdaftar di Pengadilan Negeri 

Surabaya sepanjang bulan Januari hingga September 2025, menunjukkan tingginya volume 

perkara yang memerlukan tata kelola informasi yang akurat dan konsisten. Berdasarkan 

wawancara awal dengan pengguna layanan, jadwal persidangan yang semula tercantum pada 

pukul 10.00 mengalami pergeseran, sehingga sidang baru dimulai sekitar satu jam kemudian. 

Pengalaman lain juga disampaikan oleh pengguna layanan dari kategori pihak berperkara 

perdata permohonan yang datang untuk mengurus koreksi perubahan data identitas, yang 

menjelaskan bahwa keterlambatan persidangan bukan merupakan kejadian yang jarang ditemui 

selama beberapa kali berurusan di pengadilan. Perubahan waktu sidang yang terjadi tidak selalu 

disertai dengan informasi lanjutan yang jelas, sehingga pengguna layanan harus menunggu 

hingga persidangan dimulai tanpa kepastian waktu pelaksanaan. Kondisi tersebut 

memperlihatkan adanya perbedaan antara jadwal persidangan yang tercantum dengan 

pelaksanaan sidang di lapangan. 

Ulasan publik juga menunjukkan bahwa ketidakseragaman informasi jadwal sering 

berdampak pada efisiensi kehadiran pengguna ketika terjadi penundaan atau perubahan 

agenda. Hal ini tercermin pada rating Pengadilan Negeri Surabaya sebesar 3,8 dari 5 bintang 

di Google Maps pada September 2025. Dari sudut pandang berbeda, evaluasi implementasi 
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SIPP Pengadilan Negeri Se Jawa Timur tahun 2025, Badan Peradilan Umum  (Badilum) 

mencatat bahwa implementasi SIPP di Pengadilan Negeri Surabaya memperoleh skor tinggi 

dari aspek kepatuhan administratif pengelolaan data. Melalui perspektif komparatif berikut, 

efektivitas SIPP perlu dipahami bukan hanya dari sudut pandang pengelola sistem, tetapi juga 

dari cara pengguna memaknai keandalan informasi dalam praktik sehari-hari. Pengadilan 

Negeri Surabaya menempati posisi relatif peringkat ke-28 dari 35 Pengadilan Negeri di Jawa 

Timur dalam evaluasi implementasi SIPP per September 2025. Pada evaluasi yang sama, 

Pengadidla Negeri Surabaya memperoleh skor 93,62%, yang menunjukkan bahwa proses 

penerapan SIPP telah berjalan baik dari aspek kepatuhan administratif, meskipun secara 

persentase masih berada sedikit di bawah sejumlah pengadilan lain yang nilainya mendekati 

98–99%. Namun, capaian kepatuhan administratif tersebut belum memberikan gambaran yang 

memadai mengenai efektivitas informasi jadwal persidangan dari sudut pengalaman pengguna 

layanan. 

Kondisi yang telah dipaparkan menunjukkan bahwa keberadaan SIPP belum sepenuhnya 

mampu memberikan kepastian informasi bagi masyarakat yang membutuhkan jadwal 

persidangan. Ketidaksinkronan antara data digital dan praktik pelaksanaan sidang di lapangan 

memperlihatkan bahwa persoalannya tidak hanya bersifat teknis, tetapi menyangkut kualitas 

pengalaman pengguna, kejelasan informasi, dan kemampuan sistem mengurangi 

ketidakpastian bagi publik. Efektivitas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dalam 

penelitian ini dipahami sebagai bagian dari pengalaman pengguna dalam mengakses dan 

memaknai informasi jadwal persidangan, yang dipengaruhi oleh dinamika pelaksanaan 

persidangan. Dengan pertimbangan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menelaah 

efektivitas SIPP bagi pengguna layanan dalam mengakses jadwal persidangan, sebagaimana 

dirumuskan dalam judul “Analisis Efektivitas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) 

bagi Pengguna Layanan Pengadilan (Studi pada Informasi Jadwal Persidangan di Pengadilan 

Negeri Surabaya Kelas IA Khusus). 

 

2. KAJIAN TEORITIS 

E-Government 

Menurut Li (2021), keberhasilan adopsi e-government tidak hanya ditentukan oleh faktor 

teknis seperti kemudahan penggunaan dan kualitas layanan, tetapi juga oleh faktor kepercayaan 

(trust) dan persepsi risiko (perceived risk). Masyarakat akan lebih cenderung menggunakan 

layanan berbasis elektronik apabila mereka memiliki keyakinan terhadap keamanan data, 

perlindungan privasi, serta legitimasi pemerintah sebagai penyedia layanan. Oleh karena itu, 



 
e-ISSN: 3063-7864; p-ISSN : 3063-7872, Hal. 264-286 

 

kepercayaan publik menjadi variabel krusial dalam teori adopsi e-government yang 

memperluas kerangka Unified Theory of Acceptance and Use of Technology. 

E-Govenance 

Manoharan et al. (2022) menjelaskan bahwa selama satu dekade terakhir, praktik e-

government telah berkembang dari sekadar penyediaan konten dan layanan digital yang 

bersifat statis menjadi sistem yang mengintegrasikan partisipasi warga melalui media sosial 

dan teknologi interaktif. Dengan demikian, e-governance dapat dipahami sebagai tahapan 

lanjut dari e-government yang menekankan aspek kolaboratif dan nilai publik dalam ekosistem 

tata kelola digital yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 

Efektivitas Organisasi 

Yungkul (2025) menegaskan bahwa efektivitas pelayanan publik digital dapat dicapai 

apabila pemerintah mampu mengoptimalkan sistem administrasi publiknya melalui penerapan 

e-government yang terencana, di mana digitalisasi berperan penting dalam mempercepat waktu 

layanan, meningkatkan transparansi, serta mengurangi lapisan birokrasi yang tidak efisien. 

Namun, peneliti juga menyoroti bahwa keberhasilan tersebut tidak bersifat otomatis, sebab 

masih terdapat hambatan berupa kesenjangan digital, keterbatasan infrastruktur, serta resistensi 

budaya kerja yang konvensional di sejumlah lembaga pemerintahan. 

Efektivitas Program 

Efektivitas sistem informasi publik mencerminkan tingkat kemampuan teknologi dalam 

mendukung pencapaian tujuan organisasi serta memberikan manfaat nyata bagi pengguna. 

Sistem yang efektif tidak hanya diukur dari keberhasilan teknis, tetapi juga dari kemampuan 

sistem untuk memfasilitasi interaksi, transparansi, dan kemudahan akses terhadap layanan 

publik. Pemanfaatan teknologi informasi menjadi efektif apabila mampu meningkatkan 

kualitas pelayanan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik 

Udoh & Luna-reyes (2025) menekankan bahwa efektivitas sistem digital dalam sektor publik 

bergantung pada keseimbangan antara aspek sosial dan teknis, yang berarti keberhasilan sistem 

sangat ditentukan oleh kemampuan pengguna dan organisasi dalam beradaptasi terhadap 

perubahan digital. 

Efektivitas E-Government  

Kemajuan teknologi digital telah membawa perubahan mendasar dalam paradigma tata 

kelola pemerintahan modern. Pemerintah kini dituntut tidak hanya menjalankan fungsi 

administratif secara efisien, tetapi juga mengembangkan pola relasi yang lebih terbuka dan 

responsif terhadap masyarakat. Efektivitas e-government tercermin ketika sistem digital 

mampu mendukung kemudahan akses layanan publik, mempercepat proses administratif, serta 
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membentuk persepsi keandalan layanan di mata pengguna. Xhafka et al. (2024) menunjukkan 

bahwa capaian tersebut dipengaruhi oleh keterpaduan antara teknologi, sumber daya manusia, 

dan penyesuaian struktur birokrasi. Argumen ini menegaskan bahwa penerapan e-government 

berkaitan erat dengan perubahan cara kerja dan respons kelembagaan terhadap kebutuhan 

masyarakat dalam ruang digital. 

Socio-digital effectiveness  

Dalam artikelnya Defining Digital Transformation: Results from Expert Interviews 

Mergel et al. (2019), efektivitas digital ditempatkan sebagai kemampuan sistem digital untuk 

memberikan manfaat sosial yang nyata, seperti transparansi, akuntabilitas, aksesibilitas, serta 

peningkatan kepercayaan publik. Perspektif tersebut memperluas makna efektivitas yang 

sebelumnya cenderung bersifat administratif, menekankan efisiensi dan kecepatan proses 

menjadi bentuk efektivitas yang bersifat sosial dan berorientasi pada pengalaman pengguna 

(user-centered public value). Dalam pandangan ini, keberhasilan teknologi diukur melalui 

manfaat nyata yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Lebih lanjut, Mergel 

(2021) dalam tulisannya Digital Transformation of the German State menegaskan bahwa 

efektivitas digital merupakan hasil dari keterpaduan antara inovasi teknologi dengan nilai-nilai 

sosial yang dihasilkan oleh lembaga publik.  

Transformasi digital yang berhasil bukan hanya mengefisienkan birokrasi, tetapi juga 

memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, mendorong transparansi informasi, 

serta menghadirkan akses layanan yang adil, terbuka, dan inklusif. Berangkat dari pemahaman 

tersebut, penelitian ini memerlukan kerangka analitis yang mampu membaca efektivitas 

layanan digital peradilan tidak hanya dari sisi sistem, tetapi juga dari pengalaman sosial 

pengguna. Oleh karena itu, konsep Socio-digital effectiveness digunakan sebagai cara 

membaca efektivitas digital publik dalam praktik layanan peradilan, khususnya pada 

penyediaan informasi jadwal persidangan melalui SIPP. Kerangka ini membantu memusatkan 

analisis pada aspek-aspek yang paling menonjol dalam interaksi antara sistem digital dan 

pengguna layanan pengadilan, terutama pada tiga dimensi yang meliputi: 

1. user experience  (pengalaman pengguna) meliputi 3 aspek yakni kemudahan, kepuasan dan 

persepsi manfaat 

2. citizen engagement (keterlibatan warga) meliputi 3 aspek yakni partisipasi, umpan balik dan 

keterlibatan 

3. public value (nilai publik) meliputi 3 aspek yakni transparansi, akuntabilitas dan 

kepercayaan 
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Efektivitas Digital Peradilan dan Implementasi SIPP 

Transformasi digital di lingkungan peradilan mendorong pemanfaatan sistem informasi 

perkara sebagai instrumen utama dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan 

hukum. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan salah satu inovasi digital 

Mahkamah Agung yang dirancang untuk mendukung pengelolaan administrasi perkara 

sekaligus menyediakan akses informasi bagi masyarakat secara terbuka. Implementasi sistem 

informasi perkara di pengadilan tidak hanya berfokus pada kepatuhan administratif 

pengelolaan data, tetapi juga pada kualitas pengalaman pengguna dalam mengakses informasi 

perkara. Penelitian empiris dari Ubaidillah et al. (2024) mengenai penggunaan SIPP pada 

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus menunjukkan bahwa kualitas sistem, kemudahan 

penggunaan, serta kejelasan informasi perkara berpengaruh terhadap tingkat kepuasan 

pengguna layanan peradilan. Temuan tersebut menegaskan bahwa efektivitas sistem informasi 

perkara tidak hanya diukur dari keberhasilan administratif, tetapi juga dari sejauh mana sistem 

mampu memenuhi kebutuhan informasi pengguna secara cepat, jelas, dan dapat diandalkan. 

Dengan demikian, efektivitas implementasi SIPP perlu dipahami sebagai bagian dari kualitas 

pelayanan peradilan digital yang berorientasi pada pengalaman pengguna. 

 

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif 

untuk memahami secara mendalam pengalaman dan persepsi pengguna serta aparatur peradilan 

terhadap efektivitas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dalam penyediaan informasi 

jadwal persidangan. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menggali 

makna, pengalaman, dan praktik penggunaan sistem informasi peradilan secara langsung 

dalam ranah pelayanan publik digital. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memperoleh 

pemahaman komprehensif mengenai bagaimana SIPP digunakan oleh pengguna layanan dan 

aparatur pengadilan serta bagaimana efektivitasnya dirasakan dalam praktik pelayanan 

informasi perkara. Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus 

dengan fokus pada pemanfaatan SIPP dalam menyediakan informasi jadwal persidangan bagi 

pengguna layanan pengadilan. 

Subjek penelitian terdiri atas pengguna layanan pengadilan dan aparatur pengadilan yang 

memiliki pengalaman langsung dengan penggunaan SIPP. Informan pengguna layanan 

pengadilan meliputi pengacara, legal officer, pihak berperkara perdata perseorangan 

(principal), serta masyarakat non-berperkara yang pernah mengakses informasi perkara melalui 

SIPP. Informan dari aparatur pengadilan meliputi hakim dan petugas meja informasi yang 
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terlibat dalam penyediaan layanan informasi perkara. Pemilihan informan dilakukan secara 

purposive sampling berdasarkan pengalaman langsung dalam menggunakan atau mengelola 

SIPP. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan 

studi kepustakaan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur menggunakan panduan 

pertanyaan yang disusun peneliti untuk menggali pengalaman informan terkait penggunaan 

SIPP, khususnya dalam mengakses informasi jadwal persidangan. Observasi dilakukan 

terhadap praktik penggunaan SIPP di lingkungan pengadilan, sedangkan dokumentasi 

digunakan untuk melengkapi data berupa tangkapan layar sistem, data perkara, serta dokumen 

pendukung terkait implementasi SIPP. 

Indikator efektivitas yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada konsep socio-

digital effectiveness yang mencakup tiga dimensi utama, yaitu pengalaman pengguna (user 

experience), keterlibatan pengguna (citizen engagement), dan nilai publik (public value). 

Dimensi pengalaman pengguna dianalisis melalui aspek kemudahan penggunaan, kepuasan, 

dan persepsi manfaat. Dimensi keterlibatan pengguna dianalisis melalui aspek partisipasi, 

umpan balik, dan keterlibatan pengguna dalam memanfaatkan layanan digital. Sementara itu, 

dimensi nilai publik dianalisis melalui aspek transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan 

terhadap layanan peradilan digital. Keseluruhan dimensi tersebut digunakan sebagai kerangka 

analisis untuk mengevaluasi efektivitas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dalam 

penyediaan informasi jadwal persidangan bagi pengguna layanan pengadilan. Penerapan 

kerangka tersebut dilakukan melalui proses analisis data kualitatif yang sistematis. Analisis 

data menggunakan model interaktif Miles et al. (2014) yang meliputi pengumpulan data, 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis dilakukan secara 

berkelanjutan sejak tahap pengumpulan data hingga interpretasi untuk memperoleh gambaran 

yang komprehensif mengenai efektivitas SIPP dalam pelayanan informasi persidangan di 

Pengadilan Negeri Surabaya. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) 

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan aplikasi berbasis teknologi 

informasi yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mendukung 

pencatatan administrasi perkara dan penelusuran data perkara secara elektronik di seluruh 

lingkungan peradilan, baik di tingkat pertama maupun banding. Pada tahun 2010, Mahkamah 

Agung, bekerja sama dengan Program C4J atau USAID, memulai pengembangan SIPP sebagai 

kelanjutan dari Sistem Manajemen Perkara Pengadilan (SMPP) yang sebelumnya diuji coba 
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pada tahun 2009 di lima pengadilan percontohan, salah satunya Pengadilan Negeri Surabaya 

(Dinata, 2019). Sistem SMPP masih memiliki keterbatasan sehingga belum sepenuhnya 

memenuhi kebutuhan administrasi perkara secara efisien, sehingga pengembangan SIPP 

bertujuan untuk menghadirkan aplikasi yang lebih terintegrasi dan dapat dioperasikan secara 

luas di seluruh pengadilan.  Versi pertama SIPP diluncurkan pada 2011, kemudian diperbarui 

menjadi versi kedua pada 2012, dan versi ketiga pada 2014. Setiap pembaruan tidak hanya 

memperbaiki sistem yang sudah ada, tetapi juga menambahkan fitur-fitur baru untuk 

mendukung proses administrasi dan penelusuran perkara secara lebih efisien. Menurut data 

oleh Dinata (2019) menjelaskan bahwa dengan peluncuran versi 3 pada 2014, seluruh 

pengadilan negeri yang telah beroperasi, sebanyak 350 pengadilan, beserta 30 pengadilan 

tinggi, mulai menggunakan aplikasi ini secara rutin dalam penanganan perkara, sehingga 

administrasi perkara menjadi lebih terstruktur, transparan, dan dapat dipantau secara 

elektronik. 

Sejak peluncuran versi ketiga pada 2014, SIPP terus mengalami pengembangan untuk 

menyesuaikan kebutuhan administrasi perkara yang semakin kompleks dan meningkatnya 

jumlah pengguna di seluruh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Pembaruan berikutnya 

difokuskan pada perbaikan sistem dan penyempurnaan fitur agar proses pencatatan serta 

penelusuran data perkara lebih terintegrasi dan efisien. SIPP ditetapkan secara resmi melalui 

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 71/KMA/SK/IV/2019, yang menegaskan 

legalitasnya sebagai sistem resmi pengelolaan administrasi perkara di seluruh pengadilan 

negeri dan pengadilan tinggi di Indonesia. Dengan dasar hukum ini, seluruh pengadilan 

diwajibkan menerapkan SIPP, sehingga pengoperasiannya berjalan secara sah dan 

terstandarisasi. Pada tahun 2025, SIPP telah mencapai versi 6.0.1, sesuai keterangan hakim 

sebagai pengguna dalam hasil wawancara, yang menunjukkan penerapan fitur terbaru dalam 

operasional sehari-hari. Selain itu, versi terbaru ini telah mengintegrasikan fitur Smart Majelis, 

sebagaimana dinyatakan oleh Mahkamah Agung RI melalui portal resminya, sehingga 

penunjukan majelis hakim dapat dilakukan secara sistematis melalui aplikasi SIPP (Mahkamah 

Agung Republik Indonesia, 2025). SIPP Versi 6.0.1 memastikan seluruh tahapan administrasi 

perkara dikelola secara lebih akurat, transparan, dan mudah diakses oleh aparat peradilan 

maupun pihak yang berkepentingan. 

Implementasi SIPP di Pengadilan Negeri Surabaya menunjukkan bahwa sistem ini tidak 

hanya berfungsi sebagai perangkat administrasi internal, tetapi juga sebagai sumber informasi 

utama bagi pengguna layanan pengadilan dalam memantau perkembangan perkara dan jadwal 

persidangan. Berdasarkan temuan penelitian, keberadaan SIPP memberikan dampak positif 
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dalam mempermudah akses informasi perkara serta membantu pengguna, khususnya 

pengacara dan pihak berperkara, dalam merencanakan kehadiran dan mengelola agenda 

persidangan secara lebih efisien. Meskipun demikian, efektivitas penggunaan SIPP dalam 

praktiknya masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Ketidaksesuaian antara informasi 

jadwal persidangan yang tercantum dalam sistem dengan pelaksanaan sidang di lapangan, serta 

keterbatasan pembaruan informasi lanjutan ketika terjadi perubahan jadwal, memengaruhi 

pengalaman pengguna dalam memaknai keandalan sistem. Kondisi ini menunjukkan bahwa 

keberadaan SIPP telah meningkatkan keterbukaan dan aksesibilitas informasi peradilan, namun 

optimalisasi konsistensi informasi dan keselarasan dengan praktik persidangan masih menjadi 

aspek yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, pembahasan efektivitas SIPP selanjutnya 

dianalisis melalui dimensi user experience, citizen engagement dan public value. 

User experience  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) 

menjadi salah satu sarana resmi yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Surabaya dalam 

menyediakan informasi jadwal persidangan kepada publik. Keberadaan SIPP dikenal oleh 

berbagai pihak yang terlibat dalam proses persidangan, baik aparatur peradilan, pihak 

berperkara, maupun pihak non-berperkara. Informasi jadwal persidangan yang disediakan 

melalui SIPP dipahami sebagai bagian dari sistem administrasi perkara yang diselenggarakan 

secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Melalui sistem ini, pengguna layanan 

pengadilan tidak harus hadir secara langsung ke pengadilan hanya untuk memperoleh informasi 

administratif mengenai agenda persidangan sebelum hari persidangan dilaksanakan. Situasi 

tersebut membentuk pengalaman awal pengguna yang berkaitan dengan kemudahan dalam 

memperoleh akses informasi persidangan, sebelum mereka berhadapan dengan dinamika 

proses persidangan secara langsung. Pada tahap awal interaksi pengguna dengan sistem, SIPP 

dipahami sebagai media informasi formal yang memberikan gambaran umum mengenai 

tahapan perkara yang sedang berjalan serta rencana persidangan lanjutan. 

Kemudahan penggunaan SIPP sebagai media informasi administratif juga berkaitan 

dengan karakter sistem yang memungkinkan akses informasi dilakukan secara luas, tanpa 

prasyarat keikutsertaan formal dalam proses persidangan. Informan dari kalangan pengacara 

maupun legal officer menjelaskan bahwa informasi jadwal sidang dapat diperoleh melalui SIPP 

tanpa memerlukan akun khusus, sehingga sistem ini digunakan untuk mengecek dan memantau 

agenda persidangan secara mandiri. Meskipun pengguna layanan pengadilan tidak harus hadir 

secara langsung ke pengadilan hanya untuk memperoleh informasi administratif mengenai 

agenda persidangan sebelum hari persidangan dilaksanakan. 
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Gambar 1. Tampilan Detail Jadwal Sidang di SIPP 

Sumber: sipp.pn-surabayakota.go.id, 2025 

Sebagian pengguna layanan menunjukkan bentuk kepuasan yang bersifat parsial 

terhadap informasi jadwal persidangan yang disediakan melalui SIPP. Kepuasan ini tidak 

didasarkan pada ketepatan jam pelaksanaan sidang, melainkan pada kesesuaian hari 

persidangan yang tercantum dalam sistem. Pengguna layanan yang telah beberapa kali 

mengikuti persidangan memandang pergeseran jam sidang sebagai kondisi yang lazim terjadi 

dalam praktik persidangan. Selama hari persidangan sesuai dengan informasi yang diterima, 

ketidaktepatan waktu masih dapat diterima. Salah satu keluarga berperkara pidana dengan 

bantuan kuasa hukum menyampaikan bahwa meskipun jam sidang sering bergeser, kepastian 

hari persidangan tetap dianggap penting dan menjadi dasar kehadiran di pengadilan. 

Berbeda dengan pengguna layanan yang telah terbiasa mengikuti persidangan, 

ketidakpuasan lebih kuat dirasakan oleh pihak berperkara perdata permohonan perseorangan 

(principal) yang mengharapkan kepastian waktu pelaksanaan sidang sebagaimana tercantum 

dalam jadwal. Pengguna layanan ini hadir di pengadilan sejak pagi hari dengan berpedoman 

pada jam sidang yang tercantum dalam informasi yang diterima, namun persidangan tidak 

kunjung dimulai hingga siang hari. Kondisi tersebut menimbulkan kelelahan fisik sekaligus 

kebingungan karena tidak adanya informasi lanjutan mengenai perubahan waktu pelaksanaan 

sidang. Pandangan ini sejalan dengan kajian User experience 3.0 yang melihat pengalaman 

pengguna sebagai kombinasi aspek kognitif, emosional, dan situasional, bukan sekadar 

kemudahan antarmuka (Xu, 2024). Melalui pendekatan ini, pengalaman pengguna terhadap 

SIPP dipahami sebagai hasil pertemuan antara sistem digital, cara pengguna menafsirkan 

informasi, serta dinamika persidangan yang berlangsung.  

 Manfaat SIPP sebagai sumber informasi awal jadwal persidangan dipahami oleh 

pengguna layanan sebagai dasar untuk menyiapkan kehadiran di pengadilan. Meskipun sistem 

ini membantu pengguna mengetahui rencana persidangan sejak awal, dinamika persidangan di 
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lapangan tetap tidak dapat dipastikan sepenuhnya melalui informasi yang tersedia dalam 

sistem. Pada beberapa pengalaman pengguna, persidangan yang telah dijadwalkan dalam SIPP 

mengalami penundaan karena faktor prosedural, seperti ketidakhadiran salah satu pihak yang 

berperan dalam persidangan. Selain dimanfaatkan oleh pihak berperkara perseorangan, 

persepsi manfaat SIPP juga kuat dirasakan oleh pengacara dan legal officer dalam mendukung 

pengelolaan agenda perkara dan koordinasi pekerjaan. Berdasarkan wawancara dengan 

pengacara dan legal officer, informasi jadwal persidangan yang tersedia dalam SIPP digunakan 

sebagai acuan untuk menyusun agenda kerja, mengantisipasi jadwal sidang yang berdekatan, 

serta menghindari benturan jadwal persidangan di pengadilan yang berbeda. Informasi tersebut 

membantu mereka menentukan prioritas kehadiran dan mengatur pembagian waktu kerja 

secara lebih terencana.  

Berdasarkan analisis efektivitas SIPP pada dimensi user experience dapat dibaca melalui 

dua aspek utama, yakni ketersediaan informasi jadwal persidangan dan tingkat kepastian waktu 

yang dirasakan pengguna. Dari sisi ketersediaan informasi, SIPP telah menjalankan fungsinya 

dengan menyediakan akses terhadap tanggal, jam, agenda, dan ruang sidang perkara bagi 

pengguna berperkara maupun non-berperkara. Namun, dari sisi kepastian jadwal, pengalaman 

pengguna menunjukkan bahwa informasi yang tersedia dalam sistem tidak selalu berbanding 

lurus dengan stabilitas waktu pelaksanaan sidang karena proses persidangan tetap dapat 

mengalami penundaan atau pergeseran akibat dinamika prosedural. Kondisi ini 

memperlihatkan bahwa kekuatan SIPP pada dimensi user experience terutama terletak pada 

penyediaan informasi yang mudah diakses dan dimanfaatkan, sementara persepsi kepastian 

waktu lebih banyak dipengaruhi oleh praktik pelaksanaan sidang di pengadilan. Pengalaman 

pengguna terhadap SIPP merefleksikan pertemuan antara informasi administratif yang 

disediakan sistem dan realitas prosedural yang dihadapi pengguna selama proses persidangan 

berlangsung. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas SIPP pada dimensi 

pengalaman pengguna tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan informasi dalam sistem, tetapi 

juga oleh kesesuaian antara informasi digital dan praktik persidangan di lapangan. 

Penggunaan SIPP memberikan dampak positif dalam meningkatkan kemudahan akses 

informasi serta membantu pengguna merencanakan kehadiran dan mengelola aktivitas yang 

berkaitan dengan proses persidangan. Bagi pengacara dan legal officer, sistem ini berfungsi 

sebagai rujukan administratif untuk menyusun agenda perkara, mengantisipasi benturan 

jadwal, serta mengatur pembagian waktu kerja secara lebih sistematis. Namun , 

ketidaksesuaian antara jadwal yang tercantum dalam sistem dan dinamika pelaksanaan sidang 

masih menjadi tantangan yang memengaruhi pengalaman pengguna. Informasi yang tersedia 
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telah membantu perencanaan administratif, tetapi belum sepenuhnya mampu menghadirkan 

kepastian waktu pelaksanaan sidang bagi seluruh pengguna. Kondisi ini menunjukkan bahwa 

efektivitas SIPP pada dimensi user experience telah memperkuat aksesibilitas informasi 

persidangan, namun masih memerlukan penguatan pada aspek konsistensi dan keandalan 

informasi agar pengalaman layanan yang dihasilkan lebih pasti dan berorientasi pada 

kebutuhan pengguna. 

Citizen Engagement  

Citizen engagement dalam penelitian ini dipahami sebagai keterlibatan pengguna layanan 

pengadilan dalam memanfaatkan informasi jadwal persidangan yang disediakan oleh sistem 

peradilan. Keterlibatan tersebut tidak selalu muncul dalam bentuk partisipasi aktif atau 

penyampaian umpan balik secara formal, melainkan lebih sering tampak melalui tindakan 

mengikuti proses persidangan, memantau informasi jadwal, serta menyesuaikan kehadiran 

berdasarkan informasi yang tersedia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan warga 

dalam layanan pengadilan cenderung bersifat prosedural dan mengikuti alur yang telah 

ditetapkan oleh mekanisme persidangan. Dalam praktiknya, sebagian besar pengguna layanan 

menempatkan diri sebagai penerima informasi yang disediakan oleh pengadilan, bukan sebagai 

pihak yang secara langsung memengaruhi proses penyediaan atau pembaruan informasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah perkara di Pengadilan Negeri Surabaya pada periode Agustus–Oktober 2025 

menunjukkan peningkatan dan menciptakan ritme persidangan yang padat, dengan 

pelaksanaan sidang yang berlangsung bergiliran dan saling berkaitan. Partisipasi pada tahap ini 

terwujud sebagai keterlibatan prosedural, di mana berbagai pihak berpartisipasi dengan 

menyesuaikan diri terhadap sistem dan alur persidangan yang telah ditetapkan oleh institusi 

peradilan. Pola partisipasi yang bersifat prosedural tersebut juga tercermin dari cara pengadilan 

menyampaikan informasi persidangan kepada para pihak. Salah satu mekanisme yang 
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Gambar 2. Jumlah Pekara di Pengadilan Negeri Surabaya Tahun 2025 
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digunakan adalah relaas panggilan sidang, yang berfungsi sebagai sarana pemberitahuan resmi 

mengenai kehadiran persidangan dan tahapan perkara yang akan dijalani oleh pihak berperkara. 

Pola keterlibatan pengguna yang muncul dalam penelitian ini yang sejalan dengan kajian 

Mulyono et al. (2022) yang menjelaskan bahwa aktivitas sederhana seperti mencari, membaca, 

dan memantau informasi publik secara daring merupakan bentuk keterlibatan warga yang 

bersifat fungsional, meskipun tidak disertai partisipasi formal. Penggunaan SIPP oleh 

pengguna layanan pengadilan memperlihatkan pola serupa, di mana informasi jadwal 

persidangan dimanfaatkan untuk memantau perkembangan perkara dan menyesuaikan agenda 

kehadiran. Informasi digital menjadi salah satu rujukan dalam pengambilan keputusan sehari-

hari selama proses berperkara berlangsung. Pengguna layanan cenderung tidak menyampaikan 

tanggapan atau pengaduan secara formal, baik karena keterbatasan pengetahuan mengenai 

mekanisme pengaduan maupun karena anggapan bahwa penyampaian keluhan berpotensi 

memengaruhi jalannya perkara. 

Dalam aspek umpan balik, hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sudut pandang 

pengacara, ketidaktepatan jadwal persidangan dan dinamika pelayanan di pengadilan kerap 

dipahami sebagai bagian dari rutinitas kerja yang sudah biasa dihadapi. Pengalaman berulang 

dalam menangani berbagai perkara membentuk cara pandang bahwa kondisi layanan yang 

tidak selalu berjalan ideal merupakan hal yang harus diterima dalam praktik persidangan. Oleh 

karena itu, ketidaksesuaian jadwal tidak selalu diposisikan sebagai persoalan yang perlu 

ditindaklanjuti melalui mekanisme aduan formal. Selain pandangan dari pengacara, hasil 

penelitian juga menunjukkan bahwa penyampaian keluhan atau aduan sebagai umpan balik 

oleh pihak berperkara dan keluarga pendamping tidak disampaikan kepada pihak pengadilan. 

Berdasarkan penuturan dari pihak berperkara perdata perseorangan (principal) dan keluarga 

pendamping pihak berperkara pidana, ketidaksesuaian jadwal persidangan umumnya disikapi 

dengan tetap mengikuti proses persidangan yang sedang berjalan. Pihak berperkara perdata 

juga menjelaskan bahwa mereka menempatkan diri sebagai pihak yang mematuhi mekanisme 

dan tahapan persidangan sebagaimana telah ditetapkan oleh pengadilan. 

Selain respons dari pengguna layanan, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa 

pengadilan telah menyediakan mekanisme formal untuk menampung keluhan, aduan, dan 

masukan dari masyarakat melalui sistem pengaduan internal. Salah satu mekanisme tersebut 

adalah Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) yang digunakan sebagai saluran resmi untuk 

menerima pengaduan terkait layanan pengadilan. Berdasarkan penjelasan dari pihak 

pengadilan, SIWAS dirancang sebagai sarana untuk menampung berbagai bentuk penilaian 

dan keluhan masyarakat, baik yang disampaikan secara langsung maupun melalui media 
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tertulis dan daring. Dalam praktiknya, penyampaian umpan balik tidak berlangsung pada saat 

pengguna mengakses atau memanfaatkan informasi jadwal persidangan melalui SIPP, 

melainkan melalui mekanisme tersendiri yang memiliki alur dan prosedur berbeda. Hal ini 

menunjukkan bahwa pengalaman pengguna pengadilan dalam  mengakses informasi 

persidangan dan pengalaman dalam menyampaikan keluhan atau masukan berada dalam dua 

ruang layanan yang terpisah.  

Keterlibatan pengguna layanan pengadilan dalam pemanfaatan Sistem Informasi 

Penelusuran Perkara (SIPP) tampak terutama melalui penggunaan informasi secara berulang 

sebagai bagian dari aktivitas kerja dan pengelolaan perkara. Informasi jadwal persidangan 

dimanfaatkan tidak hanya secara individual, tetapi juga dibagikan dan digunakan bersama 

dalam satu tim kerja. Berdasarkan penuturan informan dari pengacara, SIPP digunakan sebagai 

rujukan bersama untuk memantau jadwal persidangan serta menyesuaikan pembagian tugas 

antaranggota tim. Pola penggunaan tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan pengguna tidak 

terbatas pada akses personal, melainkan berlangsung dalam relasi kerja yang bersifat kolektif. 

Semenetara kelompok pihak berperkara perseorangan dan keluarga pendamping, keterlibatan 

terhadap Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) cenderung lebih terbatas dibandingkan 

aktor yang memiliki keterkaitan rutin dengan administrasi perkara. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kelompok ini tidak secara aktif mengakses dan memantau SIPP secara 

mandiri dan berulang. Informasi jadwal persidangan lebih sering diperoleh melalui relaas 

panggilan sidang, penjelasan dari kuasa hukum, atau bantuan pihak lain yang lebih memahami 

alur persidangan. Keterlibatan terhadap SIPP bersifat situasional, yakni ketika pengguna 

membutuhkan gambaran umum mengenai jadwal persidangan atau tahapan perkara yang 

sedang dijalani. 

Secara keseluruhan, citizen engagement pada pemanfaatan layanan informasi 

persidangan menunjukkan pola keterlibatan yang berorientasi pada pemenuhan mekanisme 

prosedural yang disediakan oleh institusi peradilan. Partisipasi warga terwujud melalui 

kehadiran, kepatuhan terhadap tahapan persidangan, serta penyesuaian tindakan terhadap 

dinamika pelaksanaan sidang yang tidak selalu berjalan sesuai jadwal. Umpan balik disediakan 

melalui mekanisme formal yang berdiri terpisah dari layanan informasi persidangan yang 

digunakan sehari-hari dan belum menjadi bagian dari praktik yang secara rutin dimanfaatkan 

oleh pengguna layanan. Sementara itu, keterlibatan terhadap sistem informasi persidangan 

berkembang secara berbeda antar aktor, di mana pengacara dan legal officer memanfaatkannya 

secara fungsional dalam pengelolaan perkara, sedangkan pihak berperkara perseorangan 

mengaksesnya secara terbatas dan situasional. Pola tersebut menunjukkan bahwa citizen 
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engagement masih berlangsung dalam tingkat keterlibatan yang minimal, berorientasi 

administratif, dan belum berkembang menuju bentuk partisipasi yang lebih aktif atau 

deliberatif. 

Public Value  

Public value dalam penelitian ini dipahami sebagai nilai layanan yang muncul dari 

penggunaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dalam praktik berperkara di 

pengadilan. Nilai tersebut tercermin dari cara informasi persidangan disediakan dan 

dimanfaatkan oleh pengguna layanan sebagai bagian dari proses mengikuti persidangan. 

Pengalaman pengguna terhadap SIPP memperlihatkan bahwa nilai layanan tidak semata 

terletak pada tersedianya informasi jadwal persidangan, tetapi pada peran informasi tersebut 

dalam membantu pengguna menavigasi proses berperkara secara administratif. Informasi 

mengenai tanggal, jam, agenda, dan ruang sidang dimanfaatkan sebagai rujukan awal untuk 

mengatur kehadiran dan menyesuaikan aktivitas lain yang berkaitan dengan persidangan. Pada 

saat yang sama, pengguna menyadari bahwa perubahan jadwal dan penundaan persidangan 

merupakan bagian dari dinamika praktik peradilan, sehingga SIPP tidak dipahami sebagai 

penentu kepastian waktu pelaksanaan sidang. Nilai publik yang muncul lebih dekat pada 

kemampuan sistem menyediakan akses informasi yang terbuka dan dapat dicek secara mandiri, 

dibandingkan pada jaminan kepastian prosedural. Kerangka socio-digital effectiveness 

membantu membaca kondisi ini dengan menempatkan nilai publik sebagai sesuatu yang lahir 

dari penggunaan layanan digital dalam praktik administrasi sehari-hari, bukan semata dari 

keberadaan teknologi itu sendiri. 

Dalam aspek transparansi, hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi jadwal 

persidangan dalam SIPP diposisikan oleh pengadilan sebagai bagian dari keterbukaan 

informasi publik yang ditujukan bagi masyarakat luas. Dari perspektif institusi, SIPP dirancang 

agar informasi dasar perkara, seperti agenda sidang dan penundaan persidangan, dapat 

diketahui oleh pihak di luar struktur internal pengadilan. Bagi pengguna layanan, keterbaruan 

informasi menjadi penting karena memengaruhi kemampuan mereka dalam memantau 

perkembangan perkara dan menyesuaikan rencana kehadiran. Dari sudut pandang hakim, 

pembaruan informasi diposisikan sebagai bagian dari tanggung jawab penyediaan informasi 

publik agar perkembangan perkara dapat diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan. 

Pembaruan tersebut secara normatif diupayakan dilakukan dalam waktu yang sama setelah 

persidangan selesai, terutama ketika terjadi penundaan atau penetapan sidang lanjutan. Bagi 

pengguna layanan, keterbaruan informasi menjadi penting karena memengaruhi kemampuan 

mereka dalam memantau perkembangan perkara dan menyesuaikan rencana kehadiran. Maka, 
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transparansi tidak hanya tercermin dari ketersediaan data, tetapi juga dari keterbaruan 

informasi persidangan yang dapat diakses oleh publik di luar ruang sidang. Pada saat yang 

sama, dinamika persidangan di lapangan masih dapat memengaruhi kesesuaian antara 

informasi yang tersedia dalam sistem dan praktik persidangan yang terjadi. Sehingga 

transparansi untuk keterbukaan pembaruan informasi jadwal persidangan hanya terlihat pada 

akun SIPP internal pengadilan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Tampilan Informasi Perkara di Akun Internal Pengadilan 

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025 

Transparansi SIPP sebagaimana dipahami oleh aparatur pengadilan berfokus pada 

keterbukaan informasi melalui pencatatan dan pembaruan data persidangan. Namun. pada 

praktiknya, hasil penelitian juga menangkap perbedaan pengalaman yang dirasakan oleh 

pengguna layanan dalam menerima informasi lanjutan ketika terjadi perubahan pelaksanaan 

sidang. Akuntabilitas dalam penyampaian informasi persidangan melalui Sistem Informasi 

Penelusuran Perkara (SIPP) dalam penelitian ini tercermin dari pengalaman pengguna layanan 

ketika informasi jadwal yang tercantum dalam sistem tidak diikuti dengan kepastian 

pelaksanaan sidang di lapangan.  Tanggung jawab penyampaian informasi persidangan masih 

lebih menekankan pada pencatatan jadwal, sementara mekanisme penyampaian informasi 

lanjutan kepada pihak-pihak yang berkepentingan belum sepenuhnya berjalan secara konsisten. 

Sejalan dengan kajian Nurlinah et al. (2025) yang memandang akuntabilitas publik sebagai 

kesesuaian antara informasi yang disampaikan pemerintah dan pengalaman nyata warga dalam 

menerima layanan. Akuntabilitas dan kepercayaan terbentuk ketika informasi digital 

merepresentasikan kondisi pelayanan yang benar-benar dialami pengguna. Akuntabilitas SIPP 

muncul secara parsial, karena meskipun informasi dicatat secara sistematis, konsistensi 

penyampaian informasi lanjutan masih dirasakan terbatas oleh pengguna.  

Kepercayaan pengguna layanan terhadap informasi jadwal persidangan dalam Sistem 

Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada awalnya muncul dari keyakinan bahwa informasi 

resmi yang disampaikan pengadilan dapat dijadikan pegangan untuk hadir di persidangan. Hal 
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ini terlihat dari pengalaman pihak berperkara perseorangan yang datang ke pengadilan sesuai 

dengan waktu yang tercantum dalam relaas panggilan sidang. Informan tersebut mempercayai 

jadwal persidangan sebagaimana seseorang mempercayai waktu yang tercantum dalam 

undangan acara resmi. Kepercayaan ini membentuk keputusan pengguna layanan untuk hadir 

tepat waktu tanpa melakukan penyesuaian tambahan berdasarkan perkiraan pribadi atau 

informasi lain di luar sistem. Pada pengalaman lain, kepercayaan pengguna layanan semakin 

dipengaruhi oleh ketidaksesuaian antara jadwal yang tersedia dan pelaksanaan sidang di 

lapangan. Pihak berperkara yang didampingi pengacara menjelaskan bahwa meskipun telah 

menyesuaikan waktu kehadiran berdasarkan perkiraan keterlambatan, persidangan tetap tidak 

dapat dilaksanakan karena kendala prosedural, seperti ketidakhadiran pihak terkait. Situasi ini 

membuat pengguna layanan tidak lagi menjadikan jadwal persidangan sebagai dasar kepastian, 

melainkan sebagai informasi awal yang perlu diantisipasi. 

Secara keseluruhan, pemanfaatan SIPP menghasilkan nilai publik melalui keterbukaan 

akses informasi jadwal persidangan, kemudahan pemantauan perkembangan perkara, serta 

dukungan terhadap perencanaan kehadiran selama proses persidangan berlangsung. Sistem ini 

mempermudah pengguna memperoleh informasi perkara secara mandiri tanpa ketergantungan 

pada layanan tatap muka. Dalam praktiknya, informasi jadwal persidangan dimanfaatkan oleh 

pengacara dan legal officer untuk memantau agenda perkara, mengatur pembagian waktu kerja, 

serta berkoordinasi dengan klien. Bagi pihak berperkara perseorangan dan keluarga 

pendamping, SIPP berfungsi sebagai rujukan tambahan untuk memastikan hari persidangan 

dan memahami agenda yang akan dijalani sebelum hadir ke pengadilan. Di sisi lain, nilai publik 

yang dihasilkan SIPP masih berada pada tingkat administratif-informatif dan belum 

sepenuhnya berkembang menjadi nilai substantif berupa kepastian layanan dan keandalan 

informasi yang konsisten. Ketidaksesuaian antara jadwal persidangan yang tercantum dalam 

sistem dan pelaksanaan sidang di lapangan menunjukkan tantangan dalam sinkronisasi 

informasi dan komunikasi layanan. Transparansi telah terbangun melalui keterbukaan dan 

keterbaruan data persidangan, namun akuntabilitas informasi belum sepenuhnya terwujud 

ketika perubahan jadwal tidak selalu disertai penyampaian informasi lanjutan yang dapat 

diakses secara merata. Kondisi ini menunjukkan bahwa SIPP telah meningkatkan efisiensi 

administratif dan keterbukaan informasi, tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek 

konsistensi informasi agar nilai publik yang dihasilkan dapat berkembang lebih substansial. 
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5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) 

dalam menyediakan informasi jadwal persidangan bagi pengguna layanan di Pengadilan 

Negeri Surabaya Kelas IA Khusus dapat dinilai berjalan cukup efektif, meskipun pada 

beberapa dimensi masih ditemukan keterbatasan dan aspek yang belum optimal. Kesimpulan 

ini didasarkan pada kerangka socio-digital effectiveness yang mencakup dimensi user 

experience, citizen engagement, dan public value. Ketiga dimensi tersebut menunjukkan 

capaian efektivitas yang berbeda, baik dari sisi kelebihan maupun keterbatasan layanan, 

sehingga membentuk gambaran umum mengenai efektivitas SIPP dalam praktik pelayanan di 

Pengadilan Negeri Surabaya. 

Secara keseluruhan, efektivitas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dalam 

penelitian ini menunjukkan bahwa sistem telah berperan penting dalam menyediakan informasi 

jadwal persidangan secara terbuka dan mudah diakses, namun belum sepenuhnya mampu 

memberikan kepastian layanan secara konsisten. Pada dimensi user experience, keterbatasan 

utama terletak pada aspek kenyamanan dan kepastian waktu pelaksanaan sidang. Pada dimensi 

citizen engagement, pemanfaatan SIPP masih didominasi oleh keterlibatan informasional dan 

penyesuaian prosedural, sementara mekanisme umpan balik belum menjadi bagian dari praktik 

pengguna sehari-hari. Pada dimensi public value, SIPP telah menghadirkan nilai publik pada 

level administratif informatif melalui transparansi dan pencatatan informasi persidangan, 

namun akuntabilitas pembaruan informasi jadwal persidangan belum secara aktif dilakukan 

serta  keandalan informasi dan kepercayaan pengguna belum terbentuk secara merata. Temuan 

ini menunjukkan bahwa penguatan efektivitas SIPP perlu diarahkan pada peningkatan 

konsistensi pembaruan informasi, penyampaian informasi lanjutan yang lebih dapat dijangkau 

pengguna, serta penguatan peran sistem dalam mendukung pengalaman, keterlibatan, dan 

kepercayaan pengguna layanan pengadilan.  

Berdasarkan hasil temuan penelitian, langkah perbaikan perlu diarahkan pada upaya yang 

bersifat implementatif dan berkelanjutan untuk mengurangi ketidakpastian informasi jadwal 

persidangan serta meningkatkan kualitas layanan peradilan digital. Upaya tersebut tidak hanya 

berkaitan dengan pengembangan teknis sistem, tetapi juga dengan penguatan tata kelola 

informasi, komunikasi layanan, serta integrasi mekanisme umpan balik pengguna. Oleh karena 

itu, peningkatan efektivitas SIPP dapat dilakukan melalui langkah-langkah strategis pada 

tingkat satuan kerja pengadilan maupun pada tingkat pengembangan sistem secara nasional. 

Pada tingkat satuan kerja pengadilan, penguatan efektivitas SIPP dapat dilakukan melalui 

penataan manajemen informasi persidangan dan komunikasi layanan kepada pengguna. 
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Penerapan mekanisme antrean atau urutan sidang pada hari pelaksanaan persidangan perlu 

dikembangkan agar pengguna layanan tidak menunggu tanpa kejelasan posisi perkara dan 

dapat menyesuaikan ekspektasi waktu tunggu secara lebih rasional. Selain itu, penegasan dan 

penguatan penerapan standar operasional prosedur (SOP) pembaruan informasi persidangan 

kepada para aparatur pengadilan menjadi penting, khususnya terkait konsistensi, ketepatan 

waktu, dan kejelasan informasi yang diinput ke dalam sistem. 

 Penguatan peran petugas layanan atau penjaga ruang sidang juga diperlukan sebagai 

penyampai informasi aktif yang dapat menjelaskan urutan sidang, kemungkinan perubahan 

waktu, serta keterkaitan antara informasi dalam SIPP dan kondisi persidangan yang sedang 

berlangsung. Langkah-langkah tersebut berpotensi meningkatkan kejelasan layanan, 

memperkuat pengalaman pengguna, serta mendukung keterlibatan pengguna dalam mengikuti 

proses persidangan secara lebih informasional. Sementara pada tingkat pengembangan sistem 

peradilan secara nasional, optimalisasi SIPP dapat diarahkan pada penyempurnaan fitur yang 

mendukung transparansi dan kepastian informasi persidangan. Penambahan keterangan dalam 

sistem bahwa jam persidangan bersifat estimasi berbasis rata-rata durasi sidang per jenis 

perkara dapat membantu membentuk pemahaman pengguna terhadap dinamika persidangan. 

Pengembangan fitur penanda status persidangan harian dalam SIPP, seperti menunggu giliran, 

sedang berlangsung, ditunda, atau selesai, juga penting agar pengguna dapat mengetahui posisi 

perkaranya secara lebih jelas. 

 Selain itu, integrasi sistem pengaduan SIWAS ke dalam antarmuka SIPP dapat 

memperkuat mekanisme umpan balik pengguna sehingga pengalaman penggunaan sistem dan 

penyampaian keluhan tidak berada dalam ruang layanan yang terpisah. Penguatan fitur dan 

integrasi sistem tersebut diharapkan mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta 

kepercayaan pengguna terhadap layanan peradilan digital secara lebih komprehensif. Dengan 

demikian, secara keseluruhan dari rekomendasi tersebut diarahkan untuk memperkuat peran 

SIPP tidak hanya sebagai sarana pencatatan administratif perkara, tetapi juga sebagai instrumen 

pelayanan publik digital yang mampu menghadirkan kepastian informasi, meningkatkan 

kualitas interaksi layanan, serta membangun nilai publik dalam penyelenggaraan peradilan 

berbasis teknologi informasi. 
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